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PERATURAN MENTERI  KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9/PERMEN-KP/2013 
TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS 
PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi kerja pada bidang 
pengelolaan konservasi perairan, perlu disusun 
standar kompetensi kerja khusus perencanaan 
pengelolaan kawasan konservasi perairan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus 
Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi 
Perairan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4433), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073); 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4660); 

  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4739); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4779); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 141); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 
05/P Tahun 2013; 

  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan 
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 Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan Pulau-Pulau 
Kecil; 

  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor  PER. 17/MEN/2008 tentang Kawasan 
Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil; 

  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara 
Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; 

  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

  12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013  
Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS 
PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN 
KONSERVASI PERAIRAN. 

 Pasal 1 
Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Perairan dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan dan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja 
pada bidang pengelolaan konservasi perairan. 

Pasal 2 
Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 

Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Perairan berlaku juga bagi bidang konservasi pesisir dan 
pulau-pulau kecil. 
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Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Mei 2013        
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

                                                    
SHARIF C. SUTARDJO 

 
 
 
Diundangkan di  Jakarta 
pada tanggal 21 Mei 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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